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ABSTRAK 

 

Suatu perikatan dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat 

diantaranya: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.” 

Maka sebuah perikatan atau perjanjian beserta aturannya bebas dibuat asalkan 

terpenuhi syarat diatas. Seperti yang dilakukan restaurant Pochajjang Kota Bandar 

Lampung yang terdapat aturan penetapan denda pada akad jual beli makanan 

dalam sistem paket makan sepuasnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket 

makan sepuasnya dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan 

denda dalam  jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di 

Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung? Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem paket 

makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung serta mengetahui 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda dalam jual beli 

makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota 

Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Dengan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang 

diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Data primer 

penelitian ini diperoleh dari data-data lapangan, yaitu data yang didapat dari 

penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan cara observasi, 

wawancara, serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari pemilik restauran 

Pochajjang serta pengunjung atau pembeli di restauran Pochajjang. Data sekunder 

diperoleh dari buku, artikel, jurnal serta bahan lainya yang berhubungan dengan 

penelitian yang bertujuan untuk memperkuat penelitian. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pemberlakuan denda sebesar Rp 50.000,- per 100 gram 

makanan yang tidak habis dimakan merupakan peraturan yang diberlakukan oleh 

pihak restaurant Pochajjang kepada konsumen yang melanggar peraturan dalam 

paket sepuasnya yang di dalam paket makan tersebut terdapat peraturan denda 

yang harus dihabiskan dalam waktu 90 menit. Menurut hukum Islam denda yang 

diberlakukan oleh restaurant Pochajjang diperbolehkan karena sanksi denda 

diberlakukan kepada orang-orang yang sudah melanggar peraturan yang sudah 

dibuat serta memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi 

dari sebuah perjanjian (akad) pada restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung. 

 

 

 









MOTTO 

 

                                   

                   

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam memahami judul dan tercapainya persepsi yang sama 

antara penulis dengan pembaca, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan 

maksud dan tujuan dari judul skripsi ini “Penetapan Denda Dalam Jual 

Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum 

Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)”. Adapun istilah-

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan denda adalah kebijakan yang memiliki arti arah tindakan 

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau 

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah berupa hukum 

keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainya karena melanggar 

aturan, undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup ditengah-

tengah masyarakat.
1
 

2. Jual beli makanan dalam sistem paket makan sepuasnya adalah suatu 

bentuk program dari restauran Pochajjang Kota Bandar Lampung 

berupa transaksi membayar uang sebesar yang sudah ditentukan oleh 

                                                             
 

1
Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta :PT. Asdi Mahasatya-Rineka Cipta, Cetakan Ke-7, 

2007), h. 94 



pihak restauran dan kemudian dapat menghabiskan paket makan yang 

sudah disiapkan oleh pihak restauran.
2
 

3. Perspektif Hukum Islam adalah sudut pandang atau pandangan terhadap 

suatu masalah mengenai ketetapan hukum kemaslahatan atas perbuatan 

hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur‟an dan As-Sunnah baik 

ketetapan langsung maupun tidak langsung.
3
 

4. Restaurant Pochajjang Bandar Lampung adalah Resatuarant makanan 

korea yang berada di Kota Bandar Lampung, resaturant ini merupakan 

cabang dari Restaurant Pochajjang yang sudah terlebih dahulu berdiri di 

Jakarta. Restaurant Pochajjang di Bandar Lampung berlokasi di Jalan 

Zaenal Abidin Pagar Alam Labuhan Ratu kota Bandar Lampung pada 

tanggal 17 bulan oktober tahun 2019 berdiri Restaurant Pochajjang 

Kota Bandar Lampung penuturan saudara Ayu Lestari selaku supervisor 

restaurant Pochajjang yang berada di Kota Bandar Lampung.
4
 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka maksud 

dari judul skripsi ini adalah suatu kajian yang memberikan gambaran 

tentang penerapan denda pada jua lbeli makanan dengan sistem paket dan 

batasan waktu pada Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                             
 2

Wawancara dengan Ayu Lestari yang merupakan supervisor restaurant Pochajjang yang 

berada di Kota Bandar Lampung. Wawancara di lakukan pada bulan 27 februari 2020 
3
Buyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11. 

 
4
Wawancara dengan Ayu Lestari yang merupakan supervisor restaurant Pochajjang yang 

berada di Kota Bandar Lampung. Wawancara di lakukan pada bulan 27 februari 2020 



B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Tata cara penjualan dengan sistem denda yang diberlakukan oleh 

pihak Restoran kepada pihak pengunjung/pembeli pada Restoran 

Pochajjang ini masih belum jelas dan perlu dikaji dalam pandangan 

hukum Islam. Karena dengan adanya sistem yang jelas maka pihak 

penjual maupun pembeli salah satunya tidak ada yang merasa 

dirugikan. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini didukung literatur yang sangat memadai sehingga 

memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

b. Penelitian ini erat relevansinya dengan disiplin ilmu yang ditekuni, 

yaitu Hukum Ekonomi Syariah. 

c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok 

permasalahan ini, sehingga memungkinkan masalah ini untuk 

diteliti. 

C. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan suatu kegiatan jembatan bagi manusia untuk 

melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang 

dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual-beli sangat 

menolong umat manusia. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan 

agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat-syarat 



yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari aqidain (dua orang aqid), 

mahallul aqad (tempat akad), maudlu‟ul aqad (objek akad) dan rukun-

rukun akad.
5
 

Dalam Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan 

yang halal dan baik (bergizi) sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah : 88 

sebagai berikut: 

                               

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yangAllah 

telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya”.
6
 

Menurut penjelasan dari ayat tersebut diperintahkan supaya 

mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Dalam tafsir 

dijelaskan bahwa surat dan ayat di atas menerangkan beberapa aspek 

makanan yang halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, 

dalam mengkonsumsi makanan yang halal diperintahkan agar melihat 

makanan dari aspek hukum serta melihat dari keadaannya
7

 Maka 

makanlah olehmu makanan yang dibolehkan oleh agama dan mengandung 

gizi yang baik. 

                                                             
5
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67. 

 6
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah Al-Hikmah, Cetakan ke-10, (CV. 

Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010), h. 39 
 

7
Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, TAFSIR JALALAIN 

berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-Taatihah s.d Surat Al-An‟am, jilid-1, cet-18, (Sinar Baru 

Algensindo, Bandung, 2013), h. 491 



Pada Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung dengan objek 

makanan sistem batasan waktu dengan paket makan adalah pertama 

pengunjung masuk dengan ditawarkan paket makanan seharga Rp. 99.000 

dan Rp. 125.000 perorang dari pihak karyawan Restoran Pochajjang 

dengan mengatakan paket yang harga Rp. 99.000 itu belum bisa 

mendapatkan paket makanan sepuasnya tetapi jika pihak pengunjung 

memilih paket yang harga Rp. 125.000 pengunjung baru bisa menikmati 

makanan sepuasnya dengan diberi waktu 90 menit.
8
 

Namun, dalam pelaksanaanya di lapangan, pengunjung merasa 

kecewa dan dirugikan saat mereka mengetahui harga yang harus mereka 

bayar tidak sesuai dengan paket yang sudah mereka pilih yaitu Rp 125.000 

dengan peraturan batasan waktu 90 menit tersebut beserta denda jika 

makanan yang mereka ambil tidak habis termakan. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh saudara Andi bahwa setibanya ia di 

Restaurant Pochajjang ia ditawarkan makanan dengan paket harga Rp. 

99.000 dan paket harga Rp. 125.000 tanpa ada pemberitahuan bahwa akan 

ada denda per 100 gramnya Rp 50.000,- makanan yang sudah diambil 

tidak bisa dihabiskan selama 90 menit.
9
 

Pemberlakuan denda dalam hukum Islam dijelaskan lebih rinci 

pada pembahasan gharamah yang memiliki arti hukuman yang berupa 

keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, hukum, 

                                                             
8
Wawancara dengan Andi Ade Anwar yang merupakan pengunjung restaurant Pochajjang 

yang berada di Kota Bandar Lampung. Wawancara di lakukan pada bulan 13Januari 2020 
 

9
Hasil wawancara dengan saudara Andi Ade Anwar yang merupakan pengunjung 

sekaligus konsumen pada Restauran Pochajjang.Wawancara dilakukan pada senin tanggal 13 

januari 2020 



undang-undang dan sebagainya. Namun, dalam permasalahan di atas 

tampak bahwa adanya penyembunyian keterangan terkait adanya denda 

dalam sebuah akad jual beli makanan. Hal ini tidak sejalan dengan asas 

Ibahah dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa: “pada asasnya 

segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.
10

 

 Berdasarkan uraian di atas, masalah ini layak dilakukan penelitian 

lebih lanjut. Diantaranya karena pemberlakuan denda yang diterapkan 

restoran Pochajjang. Tentunya hal ini menarik untuk diteliti apakah 

masalah tersebut sudah memenuhi syariat Islam atau belum. Oleh karena 

itu, penulis menganalisis masalah tersebut dengan menulis karya ilmiah 

berupa skripsi dengan judul Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan 

Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di 

Restaurant Pochajjang Bandar Lampung). 

D. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah penetapan denda dalam jual beli 

makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restauran Pochajjang 

Bandar Lampung. 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah penetapan denda dalam jual beli makanan dengan 

sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang Kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda dalam  

jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di Restoran 

Pochajjang Kota Bandar Lampung? 

F. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk Mengetahui penetapan denda dalam jual beli makanan dengan 

sistem paket makan sepuasnya di Restoran Pochajjang KotaBandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda 

dalam jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya di 

Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung. 

G. Signifikasi Penelitian 

Hasil penelitian yang telah disajikan ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang 

Hukum Islam, khususnya dibidang Muamalah pada aspek pembahasan 

denda dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lanjutan. 



2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian ini dapat ditetapkan serta 

dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan 

(Field Research), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek 

penelitian.
11

 Dalam hal ini lokasi yang dimaksud ialah Restoran 

Pochajjang Kota Bandar lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu.
12

 Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan 

tentang bagaimana praktik jual-beli makanan dalam paket dengan 

sistem batasan waktu di Restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh 

dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari 

data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan 

yang sebenarnya berupa hasil wawancara, observasi serta 

dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari restauran Pochajjang 

Kota Bandar Lampung serta pengunjung atau pembeli di restauran 

Pochajjang Kota Bandar Lampung. Informan untuk penelitian ini 

didapat dari pemilik restaurant Pochajjang Kota Bandar Lampung 

dan Pembeli atau Konsumen dengan total klasifikasi berjumlah 26 

orang. 1 orang pemilik restaurant Pochajjang Kota Bandar 

Lampung dan 25 pembeli atau konsumen pada Restauran 

Pochajjang Kota Bandar Lampung. 

b. Data Skunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung, misalnya didapat dengan cara membaca buku-buku, 

artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, 

yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi 

informasi. 

 

 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi  

  Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.
13

 Observasi 

yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengamati para 

pihak yang melakukan jual-beli yang dilakukan di masyarakat. 

Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Restoran Pochajjang Kota 

Bandar Lampung antar penjual makanan pemilik restaurat dengan 

pembeli atau konsumen yang melakukan jual beli. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak 

dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang 

terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan 

kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya 

langsung kepada responden.
14

 Penelitian ini, dilakukan dengan 

wawancara dengan pemilik Restoran Pochajjang Kota Bandar 

Lampung serta dengan beberapa pengunjung atau konsumen yang 
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pernah membeli makanan di Restoran Pochajjang Kota Bandar 

Lampung. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkip, buku, surat perjanjian, dan lain 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau 

pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung 

kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti 

terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.
15

 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumen 

seperti nota dan kwitansi pembelanjaan yang berkaitan dengan 

denda, serta dokumen hasil wawancara dan hasil penelitian di 

Restoran Pochajjang KotaBandar Lampung. 

5. Pengolahan Data 

Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Editing (Pemeriksaan Data) 

  Editing merupakan pembenaran apakah data yang 

terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan 

kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan 

tanpa kesalahan.
16
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Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data 

yang diperoleh setelah pengumpulan data baik buku-buku berisi 

materi pokok dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-

catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk 

keperluan proses berikutnya. 

b. Sistemazing (Sistematika Data) 

Sistemazing yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan 

pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari 

rumusan masalah. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang 

penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah di 

pahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian.
17

  

Kajian penelitian ini membahas tentang penetapan denda dalam jual-

beli makanan dalam sistem paket makan sepuasnyapersepektif hukum 

Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif 

berdasarkan teori Hukum Islam. Dimana melalui penurunan dan 

penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek 
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yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data 

yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang 

bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

3. Kajian Teori 

1. Konsep Akad Menurut Hukum Islam 

a. Pengertian Akad 

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam 

hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqad, yang berarti 

mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).
18

 

Dalam kamus Istilah Ekonomi Islam, akad (aqad/aqd) secara 

bahasa berarti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian, dan permufakatan 

(al-ittifaq). Dalam fiqih didefinisikan dengan irtibahu ijabin bi qabulin 

ala wajhin masyruin‟ yatsbutu atsaruhu fi mahallihi, yakni pertalian ijab 

(pertanyaan melakukan ikat) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek sebuah 

perikatan.
19

 

Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, ada beberapa definisi 

yang diberikan kepada akad (perjanjian) di antaranya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan 

ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain 

menimbulkan akibat hukum pada objek akad.” 

2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul 

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan 

suatu akibat hukum pada objeknya”
20

 

Beberapa definisi diatas memperlihatkan bahwa, pertama, akad 

merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat 

timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah 

satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh 

mitra akad sebagai tanggapan atas penawaran pihak pertama. Akad tidak 

terjadi apabila pernyataan kehendak antara masing-masing pihak tidak 

terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua 

belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. 

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad 

adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak 

dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu 

pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, 

bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan 

tindakan dua belah pihak dan karena tidak memerlukan kabul. Konsepsi 

akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum islam 

modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian 
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besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari 

akad, akan tetapi sebagian lainya menjadikan akad meliputi juga 

kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad 

khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak 

sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-

sama dengan pembahasan mengenai pembahasan jual beli, sewa 

menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah 

memerlukan ijab dan kabul atau hanya cukup dengan ijab saja. 

Ketiga, tujuan adanya akad adalah untuk melahirkan suatu akibat 

hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju 

dan yang hendak yang diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan 

akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (hukm 

al-„aqd). Tujuan akad untuk akad bernama yakni (1) sewa-menyewa (al-

ijarah), (2) penempaan (al-istishna‟), (3) jual beli (al-bai‟), (4) 

penanggungan (al-kafalah), (5) pemindahan utang (al-hiwalah), (6) 

pemberian kuasa (al-wakalah), (7) perdamaian (ash-shulh), (8) 

persekutuan (asy-syirkah), (9) bagi hasil (al-mudharabah), (10) hibah 

(al-hibah), (11) gadai (ar-rahn), (12) penggarapan tanah (al-muzara‟ah), 

(13) pemeliharaan tanaman (al-mu‟amalah/al-musaqah), (14) penitipan 

(al-wadi‟ah), (15) pinjam pakai (al-„ariyah), (16) pembagian (al-

qismah), (17) wasiat-wasiat (al-washaya), (18) perutangan (al-qard) 

sudah ditentukan secara umum oleh pembuat Hukum Syariah, sementara 

tujuan akad untuk akad tidak bernama atau akad yang tidak diatur secara 



khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu, ditentukan 

oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka mendirikan akad.
21

 

Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pemindahan milik dengan imbalan atau tanpa imbalan 

2) Melakukan pekerjaan  

3) Melakukan persekutuan 

4) Melakukan pendelegasian 

5) Melakukan penjaminan. 

 Definisi perikatan atau dalam hukum Islam disebut dengan akad 

adalah terjemahan dari istilah aslinya bahasa Belanda verbintenis. 

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang 

yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (rechtsfeiten) 

yang dapat berupa:
22

 

Perbuatan, misalnya : Jual beli, utang piutang, hibah. 

Kejadian, misalnya : Kelahiran, kematian, pohon tumbang,  

kambing makan tanaman di kebun tetangga. 

Keadaan, misalnya  : Pekarangan berdampingan, rumah susun, 

  Kemiringan tanah pekarangan. 

 Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara 

pihak yang satu dan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, 

                                                             
 

21
Ibid., h. 69-70 

22
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Cetakan ke V, PT Citra 

Aditya Bakti, 2014), h. 229 



setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu 

mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainya dan pihak 

lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak 

menuntut sesuatu disebut (kreditor), sedangkan yang wajib memenuhi 

tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitor). Sedangkan sesuatu yang 

dituntut disebut dengan prestasi. 

 Sedangkan definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) hukum 

konvensional adalah:“Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan 

diantara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib 

melakukan prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas 

prestasi itu”.
23

 

 Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum 

antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) 

dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para 

pihak. H. F. A. Vollmar,  dengan menganalisis isinya ternyata perikatan 

itu ada selama seorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi 

yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor, jika perlu dengan 

bantuan seorang hakim.
24

 

 Berdasarkan pendapat rumusan para ahli tersebut di atas, maka 

terdapat empat unsur perikatan, yaitu sebagai berikut: 
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1) Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah 

bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hubungan hukum yang 

menimbulkan akibat hukum. 

2) Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan 

perikatan di buku III BW yang termasuk didalam sistematika Hukum 

Harta Kekayaan (vermogensrecht), maka hubungan yang terjalin 

antarpara pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan 

3) Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan 

pihak-pihak sebagai subjek hukum 

4) Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-

kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi -kontra-prestasi), 

yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhanya, bahkan 

apabila diperlukan menggunakan alat negara.
25

 

b. Dasar Hukum Akad  

 Adanya kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan 

kepada beberapa dalil, diantaranya adalah Q.S Al-Maidah : 5 sebagai 

berikut: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 

  Dalam tafsir Al-Qur‟an dijelaskan bahwa “Hai orang-orang yang 

beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu” mengandung arti bahwa baik 

perjanjian
26

 yang terpatri di antara kamu dengan Allah, maupun dengan 

sesama manusia (dihalalkan bagi kamu binatang ternak) artinya halal 

memakan unta, sapi, dan kambing setelah hewan tersebut disembelih 

(kecuali apa yang dibacakan kepadamu) tentang pengharamanya dalam 

ayat diatas istisna atau pengecualian disini munqathi‟ atau terputus, tetapi 

dapat pula muttashil misalnya yang diharamkan karena mati dan 

sebagainya (tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengertakan haji) 

atau berihram; ghaira dijadikan manshub karena menjadi hal bagi 

dhamir yang terdapat pada lakum (sesungguhnya Allah menetapkan 
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hukum yang dikehendaki-Nya) baik menghalalkan maupun 

mengharamkannya tanpa seorangpun yang dapat menghalangi-Nya.
27

 

 Tentang akad pula terdapat dalam Q.S  Al-Isra : 34 yang berbunyi : 

                       

               

Artinya:  “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabnya.” 

 Dalam tafsir Al-Qur‟an dijelaskan bahwa (Dan janganlah 

mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 

baik/bermanfaat sampai ia dewasa dan penuhilah janji) jika kalian 

berjanji kepada Allah atau kepada manusia (sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungjawaban) nya.
28

 

 Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip 

hukum yang menyetakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis 

apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam 

                                                             
 27

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain-berikut 

Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-Fatihah sampai dengan Surat Al-An‟am, (Bandung : Sinar Baru 

Algensindo, 1013), h. 445-446 
 

28
Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain-berikut 

Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-A‟raf sampai dengan Surat Al-Isra, (Bandung : Sinar Baru 

Algensindo, 1013), h. 1140-1141 



Undang-Undang Syariah dan memasukan klausul apa saja kedalam akad 

yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat 

makan harta sesama dengan cara yang batil.  

Namun demikian, dilingkungan madzab-madzab yang berbeda 

terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan 

tersebut. Nas-nas Al-Qur‟an dan Sunna Nabi Saw. serta kaidah-kaidah 

hukum Islam menunjukan bahwa Hukum Islam menganut asas 

kebebasan berakad. Asas kebebasan berakat ini merupakan konkretisasi 

lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah 

dalam muamalah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw berikut ini : 

ٍْعٍ  ِِ وَكُمُّ بَ جُمِ بٍِدَِ مُ انزَّ ًَ ِّ وَصَهَّىَ أيَُّ انْكَضْبِ أطٍَْبَُ ؟ قبَلَ عَ ٍْ ًُّ صَهَّى الله عَهَ صُئمَِ انَُّبِ

 يَبْزُوْرٍ 

 (رواِ اانبزار وانحبكى)

Artinya : “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah 

yang paling baik, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang 

dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazzar dan al-

Hakim).
29 
Maksud hadis diatas ialah apabila mengadakan jual beli yang 

menjadi dasar adalah saling ridho atau sepakat di atara kedua belah 

pihak. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim pun 

memperkuat hadis di atas. 
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Dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu‟anhu berkata bahwa, Rasulullah 

Sallallahu‟alahi wa sallam bersabda: 

ًَلائِكَةِ  ِ وَانْ ِّ نعَُْةَُ اللهَّ ٍْ ب ، فعََهَ ًً ٍْ أخَْفزََ يُضْهِ ٍَ ، لاَ ٌقُْبمَُ يُُِّْ صَزْفٌ وَلا  يَ عٍِ ًَ وَانَُّبسِ أجَْ

 عَدْلٌ 

(0781و يضهى، رقى   0781) رواِ انبخبري، رقى    

 Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka 

dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak 

diterima darinya taubat dan tebusan." (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 

1370).
30

 

 Perkembangan asas kekuatan mengikat kontrak, perjanjian atau 

akad dapat ditelusuri sejalan dengan perkembangan Hukum Romawi 

berdasarkan corak dan struktur masyarakat yang paling sederhana sampai 

yang telah maju (modern). Menurut David Allan, sejak 450 tahun 

sebelum masehi sampai sekarang telah terjadi empat tahap 

perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, 

perjanjian atau akad,
31

 yaitu: 

Tahap pertama, disebut dengan contracts re, L. B. Curzon menyebut 

tahap pertama (contracts re) dengan obligationes re (real contracts – the 

word “real” is derived from res), didasarkan pendapat bahwa kekuatan 

mengikat kontrak, perjanjian atau akad ditekankan pada penyerahan 
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barang (res) bukan pada janji. Contracts re atau obligationees re ini 

meliputi: 

1) Mutuum, meminjamkan barang untuk dikonsumsi (termasuk 

didalamnya meminjam uang). 

2) Commodatum, meminjamkan barang untuk dipakai. 

3) Depositium, menyerahkan barang untuk dijaga tanpa imbalan dan 

dikembalikan sesuai permintaanpihak yang menyerahkan barang. 

4) Pignus, menyerahkan barang sebagai jaminan pelaksanaan 

kewajiban. 

Tahap kedua, disebut dengan contracts verbis, tahap kedua ini didasarkan 

pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak, perjanjian atau akad 

digantungkan pada kata-kata (verbis) yang diucapkannya. Contracts 

verbis atau obligationes verbis ini meliputi: 

1) Stipulatio, yaitu interaksi kata-kata dari dua orang atau lebih yang 

berupa pertanyaan dan jawaban (pertanyaan: spondesne-do you 

promise? jawaban: spondeo-Ipromise). 

2) Dictio Dotis (dotis dictio), yaitu pernyataan sungguh-sungguh 

(solemn declaration), yang melahirkan semacam tanda 

pengikat/mahar (dowry). 

3) Ius Lurandum Liberti (jurata promissio liberti), yaitu semacam 

kesaksian tersumpah oleh pihak ketiga untuk keentingan dirinya. 

4) Votum, yaitu janji dibawah sumpak kepada tuhan. 



Tahap ketiga, disebut dengan contracts litteris, tahap ketiga ini 

didasarkan pada pendapat bahwa kekutan mengikat kontrak, perikatan 

atau akad terletak pada bentuk yang tertulis (litteris). Contracts litteris 

atau obligationes litteris ini meliputi: 

1) Expensilatio, yaitu suatu bentuk pemberitahuan yang dicatat dalam 

buku kreditor, yang atas dasar catatan itu debitor terikat untuk 

membayar 

2) Synographae atau Chirographae, yaitu kewajiban yang ditulis secara 

khusus yang dipinjam dari kebiasaan bangsa Yunani dan tidak 

terdapat dalam kebiasaan masyarakat Roma. 

Tahap keempat, disebut dengan contracts consensus, tahap keempat ini 

didasarkan pada pendapat bahwa kekutan mengikat kontrak, perikatan 

atau akad karena adanya kesepakatan atau consensus para pihak. 

Kontrak tipe ini kemudian diambila alih dalam Ius Civile. Ada empat 

bentuk kontrak, perjanjian, atau akad semacam ini, yaitu: 

1) Emptio Venditio, yaitu kontrak jual beli. 

2) Locatio Conductio, yaitu contrak yang membolehkan penggunaan 

barang atau jasa. 

3) Societas, yaitu kontrak kerjasama. 

4) Mandatum, yaitu suatu mandat pelayanan yang dilakukan untuk 

orang lain (misalnya keagenan).
32
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c. Syarat dan Rukun Akad  

 Akad terbentuk karena adanya rukun yang membentuknya. 

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk 

akad itu ada 4 (empat), diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan) 

2) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-„aqd) 

3) Objek akad (mahallul-„aqd) 

4) Tujuan akad (maudhu‟ al-„aqd). 

 Rukun tersebut di atas harus ada untuk terjadinya sebuah akad. 

Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak 

ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk 

berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuanya. 

 Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya 

para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang 

membentuk subtansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu 

diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur 

mana saja yang merupakan bagian yang membentuk sebuah akad. 

Syarat akad dibedakan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya ialah 

sebagai berikut: 

1) Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in‟iqad) 

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-

syarat agar unsur (rukun) tersebut dapat berfungsi membentuk akad. 



Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat 

terbentuknya akad, (1) tamyis dan (2) berbilang (at-ta‟addud). 

Rukun kedua pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat 

yakni (1) adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain 

tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun 

ketiga yakni objek akad harus memenuhi tiga syarat, (1) objek 

tersebut dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) 

objek tersebut dapat ditransaksikan. 

2) Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah) 

Untuk sahnya akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad 

tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan 

suatu akad sah. Unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan 

akad. Rukun para pihak dan rukun pernyataan kehendak tidak 

memerlukan sifat penyempurna.Rukun yang ketiga yakni objek 

akad, dengan tiga syarat memerlukan sifat-sifat sebagai unsur 

penyempurna. Syarat dapat diserahkan memerlukan unsur 

penyempurna yakni bahwa penyerahan tersebut tidak menimbulkan 

kerugian (dharar).Syarat objek harus tertentu memerlukan 

kualifikasi penyempurna, kani tidak boleh mengandung gharar. 

Begitu juga syarat objek harus ditransaksikan memerlukan unsur 

penyempurna, yakni harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas 

beban harus bebas dari riba. 

 



3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruthan-nafadz), 

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah 

tersebut harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yakni 

(1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhi dengan 

para pihak mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan 

atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak 

tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau 

disewakan, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang 

dilakukan dapat terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat 

kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum 

yang dilakukanya.  

4) Syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum). 

Pada asasnya, akad yang telah memenuhi rukunya, serta syarat 

terbentuknya, syarat keabsahanya dan syarat berlakunya akibat 

hukum yang karena hal tersebut akad itu sah dan dapat dilaksanakan 

akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah 

satu pihak menarik kembali persetujuanya secara sepihak tanpa 

kesepakatan pihak lain.
33
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 Pada Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata 

dijelaskan bahwa suatu perikatan dikatan sah apabila memenuhi empat 

syarat diantaranya sebagai berikut : 

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3) Suatu hal tertentu 

4) Suatu sebab yang halal.”.
34

 

 Pasal di atas menjelaskan dua sub poin yang menjadi dasar atau 

acuan terjadinya perikatan yakni syarat subjektif dan syarat objektif.  

Pada frase yang menerangkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri” 

memiliki arti konsensualitas atau kesepakatan kedua belah pihak. Pada 

frase yang menerangkan “kecakapan untuk membuat suatu perikan” 

memiliki arti suatu kecakapan antara kedua beah pihak untuk membuat 

suatu perikatan atau perjanjian. Poin a dan poin b disebut dengan syarat 

subjektif suatu perikatan. 

 Sedangkan frase yang menerangkan “suatu hal tertentu” memiliki 

arti kepada sesuatu benda yang memiliki nilai. Kemudian pada poin frase 

yang menerangkan “suatu sebab yang halal” memiliki arti perjanjian 

yang akan dibuat merupakan sebab yang halal. Halal dalam pengertian di 

sini bukan halal dalam kajian hukum Islam. Tetapi halal yang dimaksud 
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ialah pertama tidak melawan atau melanggar peraturan, kedua tidak 

melawan susila, ketiga tidak melanggar ketertiban umum, poin inilah 

yang dinamakan syarat objektif.
35

 

d. Macam-macam Akad  

 Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari 

beberapa sudut pandang. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya, akad 

terbagi kepada dua bagian diantaranya dalah sebagai berikut: 

1) Akad shahih 

Pengertian dari akad shahih adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya 

dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut 

ialah rukun, yaitu ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, 

dan objeknya. Sedang yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal 

yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Hukum akad 

yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara sepontan antara 

kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. 

Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki ahliyatul ada‟ yang sempurna, dengan objek mal 

mutaqawwim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara‟, 

menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang 

yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.
36

 

                                                             
 35

Kansil, Pengantar Imu Hukum da Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2015), h. 250 
 

36
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, cetakan ke-3, (Jakarta: Amzah-Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 154 



Akad shahih menurut Hanafiah dan Malikiyah terbagi kepada dua 

bagian diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Akad yang nafidz (bisa dilangsungkan) 

Pengertian akad nafidz adalah akad yang dilakukan oleh orang 

yang memiliki ahliyatul ada‟ (kecakapan) dan kekuasaan. 

Contohnya seperti akad yang dilakukan oleh seorang yang baligh, 

berakal, dan cerdas (mampu) mengurus hartanya sendiri, atau 

oleh wali atau washiy dari anak yang masih dibawah umur, atau 

wakil (orang yang diberi kuasa oleh pemilik). Hukum akad 

seperti ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung 

tanpa menunggu persetujuan orang lain.
37

 

b) Akad yang mauquf (ditangguhkan) 

Pengertian akad mauquf adalah suatu akad yang dilakukan oleh 

orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan akad, 

tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh 

mandat untuk melakukanya. Contohnya seperti akad fudhuli, atau 

akad yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz dalam akad yang 

spekulatif (mungkin menguntungkan, mungkin merugikan). 

Hukumnya adalah akad semacam ini tidak menimbulkan akibat 

hukum kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang 

berkepentingan.Apabila tidak disetujui maka akad tersebut 

hukumnya batal. Akan tetapi menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah, 

                                                             
 

37
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81 



akad ini hukumnya batal.
38

 Akad nafidz terbagi kepada dua 

bagian: (1) akad lazim, yaitu suatu akad yang tidak bisa 

dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang 

lain, seperti jual-beli dan ijarah (sewa-menyewa). (2) akadghair 

lazim atau akad jaiz, yaitu suatu akad yang bias di-fasakh 

(dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan 

dari pihak yang lain. Kondisi ini bias terjadi karena watak 

akadnya itu sendiri seperti akad wakalah dan i‟arah (pinjaman), 

atau karena kemaslahatan orang yang melakukan akad, seperti 

akad yang mengandung khiyar.
39

 

2) Akad ghair shahih 

Akad ghair shahih didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai 

berikut: “akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu 

unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).”
40

 

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad ghair shahih adalah 

suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual-

beli yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, atau jual-beli 

babi, dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad ghair 

shahih ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari 

akad tersebut. 
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 Selain akad shahih dan akad ghair shahih, akad juga dibedakan 

menjadi dua jenis, yakni akad bernama dan akad tak bernama. Ketentuan 

kedua akad tersebut akan dujelaskan di bawah ini: 

1) Akad bernama  

Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan 

namanya oleh pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-

ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku 

terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad 

bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis 

tentang urutan-urutan akad itu. Bila kita mengambil Al-Kasani 

sebagai contoh karya fikihnya, dijelaskan akad bernama itu meliputi 

sebagai berikut: (1) sewa-menyewa (al-ijarah), (2) penempaan (al-

istishna‟), (3) jual beli (al-bai‟), (4) penanggungan (al-kafalah), (5) 

pemindahan utang (al-hiwalah), (6) pemberian kuasa (al-wakalah), 

(7) perdamaian (ash-shulh), (8) persekutuan (asy-syirkah), (9) bagi 

hasil (al-mudharabah), (10) hibah (al-hibah), (11) gadai (ar-rahn), 

(12) penggarapan tanah (al-muzara‟ah), (13) pemeliharaan tanaman 

(al-mu‟amalah/al-musaqah), (14) penitipan (al-wadi‟ah), (15) pinjam 

pakai (al-„ariyah), (16) pembagian (al-qismah), (17) wasiat-wasiat 

(al-washaya), (18) perutangan (al-qard).
41
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2) Akad tak bernama 

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam 

kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad 

tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum 

namanya yang khusus serta tidak ada peraturan tersendiri 

mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. 

Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak 

tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut 

sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul 

selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak 

bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.
42

 

 Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan 

untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para 

fukaha, diberi nama dan dibuatkan aturanya sehingga kemudian menjadi 

akad bernama. Misalnya al-bai bi al-wafa‟ (jual beli opsi) yang dalam 

hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai 

dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu 

diberi nama sendiri. 
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e. Batal dan Sahnya Akad  

 Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, 

tetapi keberadaanya juga harus sah secara syar‟i (yuridis) agar perjanjian 

(akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki 

oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi 

unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya 

saja syarat-syarat akad itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat 

terbentuknya akad, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat 

berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya 

sebuah akad. 

 Kata batil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab batil, 

yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada subtansi dan 

hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan batil 

berarti batal, sia-sia; tidak benar; dan batal diartikan tidak berlaku, tidak 

sah, sia-sia. Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama 

artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, 

karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan sedang batil 

adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan 

kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.
43

 

 Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat 

sebagai “akad yang secara syarat tidak sah pokok dan sifatnya.”Yang 

dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarat 
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dank arena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun 

yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang 

telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat 

terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad 

batil yang tidak ada wujudnya.Apabila pokoknya tidak sah, otomatis 

tidak sah sifatnya.
44

 

 Akibat hukum dari akad batil dapat diringkas sebagai berikut: 

Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i (secara 

syar‟i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan 

akibat hukum apa pun. Kedua, bahwa apabila telah dilaksankan oleh para 

pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada 

waktu sebelum dilaksanakanya akad batil tersebut. Ketiga, akad batil 

tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena 

teransaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada 

secara syar‟i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad 

maukuf. Keempat, akad batil tidak perlu di-fasakh (dilakukan 

pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah 

ada. Kelima, ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku untuk 

kebatalan.
45
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f. Berakhirnya Akad  

 Akad dapat berakhir karena beberapa hal diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1) Pembatalan (fasakh); 

2) Pelaku meninggal dunia; 

3) Tidak ada persetujuan dalam akad yang mauqud.
46

 

Berakhirnya akad telah terbagi dalam tiga kategori diatas akan 

lebih terperinci dijelaskan dibawah ini. 

1) Berakhirnya akad karena Pembatalan (fasakh); 

Pembatalan akad terkadang terjadi secara total, dalam arti 

mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam khiyar, dan 

kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti 

dalam ijarah (sewa-menyewa) dan i‟arah (pinjam-meminjam), dan 

inilah arti fasakh dalam pengertian yang umum. 

  Pembatalan dalam akad ghair lazimah terjadi karena watak 

akadnya itu sendiri, baik adanya dilakukan oleh dua pihak, maupun 

satu pihak. Dalam akad ghair lazim yang dilakukan oleh dua pihak, 

seperti wadiah (titipan), ariyah (pinjaman), syirkah, dan wakalah, 

masing-masing pihak berhak membatalkannya apabila ia 

menghendakinya, selama dalam wakalah tidak ada kaitannya dengan 

hak orang lain. Dalam akad yang lazim dari satu dengan pihak lain 

seperti rahn (gadai) dan kafalah (jaminan), bagi murtahin (yang 
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menerima gadai) dapat membatalkan akad gadai tanpa persetujuan 

rahin (orang yang menggadaikan). Demikian juga bagi makfullah 

(orang yang memiliki piutang) berhak membatalkan kafalah tanpa 

persetujuan mudin (orang yang berutang). 

  Adapun pembatalan (fasakh) dalam akad lazimah, terdapat 

beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut: 

a) Fasakh (Batal) karena akadnya rusak (Fasid) 

b) Fasakh (Batal) karena Khiyar 

c) Fasakh (Batal) karena Iqalah 

d) Fasakh (Batal) karena tidak bias dilaksanakan 

e) Fasakh (Batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam 

akad, atau karena tujuan akad telah Terwujud.
47

 

2). Pelaku meninggal dunia 

  Akad bisa fasakh (batal) karena meninggalnya salah satu pihak 

yang melakukan akad. Diantara akad yang berakhir karena 

meninggalnya salah satu dari kedua pihak akan dijelaskan lebih 

terperinci dibawah ini sebagai berikut: 

a) Ijarah (sewa-menyewa) 

b) Kafalah (jaminan) 

c) Syirkah dan wakalah 

d) Muzara‟ah dan Musaqah. 

 

                                                             
 47

Ibid., h. 166-168 



3). Tidak ada persetujuan dalam akad yang mauqud 

   Akad yang mauquf (ditangguhkan) dapat berakhir apabila 

orang yang berhak tidak memberikan persetujuanya. Misalnya dalam 

akad fudhuli. Persetujuan pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) 

apabila pelaku fughuli atau orang berakad denganya meninggal 

dunia. Dengan demikian, akad berakhir sebelum adanya persetujuan. 

Pelaku fudhuli sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya, 

sebelum adanya persetujuan dari pemilik, untuk menjaga 

kredibilitasnya.
48

 Selain itu, dalam Islam pula tak diperkenankan 

bagi setiap Muslim untuk berlaku mubadzir, sebagaimana yang 

diterangkan dalam Q.S Al-Isra : 27 berikut : 

                           

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara 

setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
49
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2. Denda Dalam Hukum Islam 

g. Pengertian Denda  

 Denda dalam istilah Arab disebut juga dengan gharamah. Secara 

bahasa gharamah memiliki arti denda. Dalam kamus Hukum, denda 

adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau 

lainya karena melanggar aturan, undang-undang, atau aturan-aturan lain 

yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
50

 

 Denda adalah salah satu dari hukuman dalam Islam (Had, Qishas, 

dan ta‟zir). Denda masuk dalam kategori ta‟zir yang menurut bahasa 

adalah ta‟dih, artinya memberi pelajaran. Ta‟zir juga diartikan dengan 

kata Ar-Raddu Wal Man‟u yang memiliki pengertian menolak dan 

mencegah.
51

 

 Selain pengertian di atas, ta‟zir dapat diartikan sebagai bentuk 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak kejahatan 

yang tidak termasuk hudud (zina, qazaf, minum khamar, mencuri, perang 

melawan pemerintah, murtad, makar dan membunuh atau melukai salah 

satu anggota badan).
52
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h. Dasar Hukum Denda  

 Dasar denda dijelaskan dalam Q.S  Al-Maidah : 89 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

                  

                            

                         

                        

        

Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 

yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 

disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat 

(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, 

yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau 

memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. 

barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarat-nya 

puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-

sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah 

sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-

Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. 

 Dalam sebuah tafsir Al-Qur‟an dijelaskan bahwa (Allah tidak 

akan menghukum kamu disebabkan senda gurau) yang terjadi (didalam 



sumpah-sumpah) yaitu sumpah yang dilakukan secara tidak sengajahanya 

karena lisan terlanjur mengatakan, seperti ucapan seseorang “tidak demi 

Allah”, dan “Ya demi Allah” (tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 

apa yang kamu sengajakan) dengan dibaca ringan „aqadtum dan dibaca 

tasydid „aqqadtum, menurut suatu riwayat dibaca „aqqadtum (dalam 

sumpah-sumpahmu) mengenai hal itu, yaitu seumpama kamu bersumpah 

dengan sengaja (maka kifarat-nya) artinya, kifarat sumpah tersebut 

apabila kamu melanggarnya (memberi makan sepuluh orang miskin) 

yang untuk setiap orang sebanyak satu mud (yaitu dari makanan yang 

bias kamu berikan) dari makanan tersebut (kepada keluargamu).  

Artinya kualitas makanan yang paling pertengahan dan yang 

paling bisa dipakai, bukan kualitas makanan yang paling tinggi atau 

kualitas makanan yang paling rendah (atau memberi kepada mereka 

pakaian) yaitu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pakaian seperti baju 

gamis, sorban dan kain.  

Imam Syafi‟I berpendapat jika memberikannya secara sekaligus 

kepada orang miskin saja dianggap kurang sempurna atau tidak 

memenuhi persyaratan, (atau membebaskan) memerdekakan (seorang 

budak) yang beriman seperti dalam masalah kifarat membunuh dan 

kifarat zihar, karena dikategorikan kedalam pengertian mutlak terhadap 

muqayyad (dan barang siapa yang tidak menemukan) salah satu diantara 

yang tidak menyebutkan (maka berpuasa selama tiga hari) sebagai ganti 

kifaratnya, menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak 



disyaratkan puasa secara berturut-turut, pendapat ini dikatakan oleh 

Imam Syafi‟I (yang demikian itu) yang telah disebutkan (adalah kifarat 

sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah) kemudian kamu langgar (dan 

janganlah sumpahmu) jangan sampai kamu melanggarnya, selagi 

sumpah itu bukanlah perbuatan kebajikan atau mendamaikan orang-

orang, sebagaimana yang telah disebutkan Al-Baqarah. (demikianlah) 

artinya, seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang 

telah lalu penuturanya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-

ayat-Nya agar kamu bersyukur) kepadanya atas hal itu.
53

 

 Imam Turmudzi dan lain-lainya telah meriwayatkan sebuah hadis 

dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki datng menghadap kepada 

Nabi saw., lalu laki-laki itu bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

aku ini apabila memakan daging, langsung naik syahwat terhadap 

wanita-wanita dan syahwatku menguasaidiriku, maka aku haramkan 

daging untuk diriku”. Setelah itu turunlah Q.S  Al-Maidah : 87-89. 

Rasulullah Saw bersabda,  

يوا انُِّضَبءَ  وَانطَّعَبوَ  وَانَُّوْوَ؟ ألَاَّ  إًَِِّ أََبَوُ  وَأقَوُوُ، وَأفُْطِزُ  وَأصَُووُ، " يَب ببَلُ  أقَْوَاوٍ  حَزَّ

ٍْشَ  يًُِِّ ٍْ  رَغِب عًَُِّ فهََ ًَ َْكِحُ  انُِّضَبءَ، فَ  "وَأَ
Artinya : “Apakah gerangan yang telah dilakukan oleh banyak orang; 

mereka mengharamkan wanita, makanan, dan tidur. Ingatlah, 
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sesungguhnya aku tidur, berbuka, puasa, dan menikahi wanita.Barang 

siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk 

golonganku”.
54

 

i. Pemberlakuan Denda Dalam Hukum Islam  

 Denda sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat berkenaan 

dengan sebuah perjanjian. Denda diberlakukan sebagai sebuah sanksi 

agar orang yang melanggar peraturan tidak mengulangi perbuatanya. 

Dalam hukum Islam denda juga diberlakukan agar sebuah perjanjian 

dapat berlaku tanpa adanya pelanggaran dari sebuh perjanjian. 

 Terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqih mengenai 

berlakunya denda. Sebagian ulama berpendapat bahwa denda tidak dapat 

digunakan dan sebagian ulama lagi perpendapat bahwa denda dapat 

diberlakukan atau boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk 

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab 

Syafi‟i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum 

denda terhadap suatu tindak pidana ta‟zir.  

 Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta‟zir yaitu 

sebagai berikut: 

1) Preventif (pencegahan), ditunjukan bagi orang lain yang belum 

melakukan tindakan pelanggaran. 

2) Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan pelanggaran. 
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3) Kuratif (islah), ta‟zir harus mampu membawa perbaikan prilaku 

terpidana dikemudian hari. 

4) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah prilaku hidupnya 

kearah lebih baik.
55

 

j. Syarat Penggunaan Hukuman Denda  

 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, sanksi dapat 

diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang yang 

ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa: 

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukanya. 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

3) Melakukan yang dijanjikanya, tetapi terlambat. 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
56

 

 Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, 

yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi 

sanksi: 

1) Membayar ganti rugi 

2) Pembatalan akad 

3) Peralihan resiko 

4) Denda, dan/atau 

5) Membayar biaya perkara.
57
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 Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian 

fuquha dari kelompok yang membolehkan penggunaanya, mereka 

mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara 

menarik uang terpidana yang menahan dirinya sampai keadaan pelaku 

menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakan untuk jalan 

kebaikan.
58

 

k. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi 

 Sebelum berbicara lebih dalam tentang pembayaran denda akibat 

wanprestasi, akan diterangkan terlebih dahulu tentang perjanjian yang 

mengakibatkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak dari dua 

belah pihak yang mengadakan perjanjian.  

 Pada pembahasan penetapan denda dalam jual beli makanan yang 

sedang dibahas bermula dari keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh 

konsumen yang terlalu berlebihan dalam mengambil makanan yang akan 

dimakan sehingga mendapatkan sanksi denda dari pihak restorant. 

Padahal dalam Al-qur‟an juga dijelaskan bahwa tindakan pemborosan 

tidak dianjurkan oleh Hukum sesuai dengan penjelasan Al-Qur‟an Surat 

Al Isro‟ ayat 26-27 bahwa : 

رْ  وَلا ٌَّ  تبَْذٌِزًا تبُذَِّ ٍَ  إِ رٌِ بذَِّ ًُ ٌَ  كَبَوُا انْ ٍِ  إخِْوَا ٍبَطٍِ  انشَّ

Artinya : “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan.” (QS. Al Isro‟ : 26-27). 
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 Dalam pembahasan akad (perjanjian), terkadang tidak digunakan 

ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukan saling meridoi, 

misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. 

Hal ini sangat umum terjadi di masa sekarang. Dalam menanggapi 

persoalan ini, diantara para ulama berbeda pendapat, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah membolehkan akad dengan 

perbuatan terhadap barang-barang yang sangat sudah diketahui 

secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad 

seperti ini dianggap batal. 

2) Madzab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad 

membolehkan akad dengan jika jelas menunjukan kerelaan baik 

barang tersebut dketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam 

pernikahan. 

3) Ulama Syafi‟iyah, Syi‟ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad 

dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang 

kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang 

samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya 

saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau 

kinayah. Jika terpaksa boleh juga dengan isarat atau lisan.
59
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Dalam penjelasan di atas, mayoritas ulama membolehkan sebuah akad 

dengan perbuatan. Dalam hukum Islam, berkenaan dengan hukuman 

sudah dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan Hadits bahwa Had dan Qisash 

sudah diatur hukumanya yang berbentu balasan (cambuk, dera, potong 

tangan, dll). Sedangkan yang berbentuk Ta‟zir diserahkan sepenuhnya 

kepada hakim dengan tetap mengambil pertimbangan filosofis.
60

 

l. Pendapat Beberapa Ulama Terhadap Sistem Yang Diterapkan 

Restaurant Pochajjang 

Dalam menanggapi persoalan ini, diantara para ulama berbeda 

pendapat, yaitu sebagai berikut: 

1) Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah membolehkan akad dengan 

perbuatan terhadap barang-barang yang sangat sudah diketahui secara 

umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti ini 

dianggap batal. 

2) Madzab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan 

akad dengan jika jelas menunjukan kerelaan baik barang tersebut 

diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan. 

3) Ulama Syafi‟iyah, Syi‟ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad 

dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat 

terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, 

yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan 
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ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa 

boleh juga dengan isarat atau lisan.
61

 

Terkait denda atau ta‟zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh 

Syariat, yang diberlakukan terhadap pelanggaran (maksiat) selain had dan 

kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak 

manusia. Para ulama memilah jenis-jenis ta‟zir dalam 4 (empat) kelompok: 

1) Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera. 

2) Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan. 

3) Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan. 

4) Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan 

umum. 

 Denda akibat wanprestasi, termasuk kelompok ketiga (ta‟zir yang 

bersifat finansial). Denda semacam ini disebut syarth jaza‟i. Ada juga yang 

menyebutnya al-gharamat al-ta‟khiriyah.Para ulama berbeda pendapat dalam 

menghukuminya.Sebagian mengharamkan dan sebagian lagi membolehkan. 

Ulama yang mengharamkan, antara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn 

Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi‟i, Ahmad Ibn Hanbal, dan sebagian ulama 

Malikiyah. Sedangkan ulama yang membolehkan, antara lain, Abu Yusuf al-

Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Al-Syafi‟I dan Abu Hanifa 

pemberian sanksi ta‟zir oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan 

keselamatan.
62
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4. Kajian Pustaka  

1. Skripsi 

a. SkripsiM. Rif‟at Hanin Hidayat, Universitas Negeri Syarif 

Hidayatullah yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad 

Murabaha Di Bank Syariah Mandiri”. Berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan terhadap rumusan masalah, maka dapat diketahui 

bahwa :Pertama, tidak semua ulama membolehkan sanksi denda atas 

keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah. Karena sanksi denda 

tersebut sama halnya dengan riba. Sedangkan ulama yang 

membolehkan beranggapan bahwa sanksi denda tersebutbukan lah 

riba, karena digunakan sebagai dana sosial. Kedua, sanksi denda 

boleh diterapkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya 

perbankan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur oleh DSN-

MUI dalam fatwanya dan OJK dalam standarnya. Ketiga, Bank 

Syariah Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa ta‟zir, yang 

jumlahnya sudah ditentukan diawal kontrak yang merupakan bagian 

dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap 

hari keterlambatan.
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M. Rif‟at Hanin Hidayat, “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabaha Di Bank 

Syariah Mandiri”,Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Jurusan Perbankan Syari‟ah, (2017). 



b. Skripsi Citra Biovika Fauziah, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang 

Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP”. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian 

terhadap rumusan masalah, maka dapat disimpulkan pertama, dalam 

pelaksanaan pemberian denda terhadap mahasiswa yang tidak 

melaksanakan kewajiban membayar SPP tepat waktu merupakan 

suatu bentuk sanksi atas kelalaiannya. Pada pelaksanaannya tidak ada 

pemanggilan mahasiswa yang terlambat membayar SPP, hanya jika 

mahasiswa tersebut tidak membayar SPP sesuai dengan tanggal yang 

sudah ditentukan oleh pihak Universitas, maka secara otomatis 

mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari jumlah SPP 

yang dibayarkan. Kedua, sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan 

pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari 

tujuan diterapkanya denda yaitu untuk memberi efek jera kepada 

orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian 

(akad).
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Citra Biovika Fauziah,“Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran 

Denda Atas Keterlambatan SPP”, Skripsi Fakultas Syari‟ahUniversitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Jurusan Muamalah, (2018). 



c. Skripsi Yusmina Mendrofa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

yang berjudul “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan 

Pembayaran SPP di Kaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-

MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN-SU Medan)”. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan 

dilakukan pengujian terhadap rumusan masalah, maka dapat 

disimpulkan bahwa : Pertama, pelaksanaan sanksi denda sumbangan 

pembinaan pendidikan di fakultas Syariah diberlakukan terhadap 

mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah tanpa 

memperhatikan mahasiswa yang berasal dari golongan tidak mampu. 

Kedua, pendapat mahasiswa atas pemberlakuan sumbangan 

pembinaan pendidikandi Fakultas Syari‟ah tidak disosialisasikan, 

dikenakan kepada semua mahasiswa termasuk mahasiswa tidak 

mampu. Mahasiswa merasa keberatan atas pemberlakuan denda ini, 

karena salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan 

pembayaran dikarenakan faktor ekonomi. Ketiga, hukum 

pemberlakuan denda menurut fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 

hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar tetapi menunda-

nunda dengan sengaja. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu 

tidak dikenakan sanksi denda.
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Yusmina Mendrofa, “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran 

SPP di Kaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN-SU Medan)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

NegeriSumatera Utara, Jurusan Muamalah, (2018). 



2. Jurnal  

1. Jurnal Fadli, yang berjudul “Penerapan Denda Murabahah Menurut 

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional DSN/MUI (Stadi di PT. Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)”. Penelitian 

menerangkan bahwa tujuan diterapkannya denda murabaha pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan untuk 

memberi efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi 

ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan.
66

 

2. Jurnal Irfan Harmoko, yang berjudul “Analisis Penerapan Denda 

Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan 

Murabahah di Bank Syari‟ah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-

MUI/IX/2000)”, berdasarkan hasil temuan dan pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, Bank 

Syari‟ah sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang cukup luas 

dalam mendorong perkembangan perekonomian, karena eksistensi 

Bank Syari‟ah adalah wujud rahmatan lil alamin, yang tidak secara 

khusus diperuntukan bagi umat Islam saja. Kedua, murobahah 

sebagai mode pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan mode 

pembayaran yang paling banyak digunakan oleh Bank Syari‟ah, hal 

ini karena mode pembiayaan murobahah dipandang beresiko rendah 
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Fadli, Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional 
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dengan jumlah pendapatan yang dapat ditentukan sebelumnya.Ketiga, 

penerapan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas 

Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembiayaan, dipandang tepat, 

bahkan harus dipertegas dalam aplikasinya, karena dampak dari 

penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak Bank Syari‟ah, yakni 

sebagai warning terhadap nasabah-nasabah yang berpotensi 

wanprestasi. Bagi nasabah penerapan fatwa ini memiliki peran 

edikatif agar nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas 

pembiayaan murabahah yang diperoleh.
67

 

Di atas telah dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas tentang pemberlakuan denda pada teransaksi muamalah dari 

beberapa bentuk penelitian diantaranya skripsi dan jurnal.Dari tinjauan 

pustaka yang telah dijelaskan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

penulis. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

dilakukan ada pada landasan teori tentang pemberlakuan denda terhadap 

sebuat ternsaksi muamalah dalam kehidupan masyarakat.Sedangkan 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

dilakukan terdapat pada objek penelitian serta jenis teransaksi pada kegiatan 
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muamalah. Kajian pustaka berupa skripsi dan jurnal yang telah dikemukakan 

di atas dapat dibuktikan serta dapat dilampirkan dalam karya ilmiah yang 

sedang dilakukan oleh peneliti. 
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